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Abstrak 

UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, bahkan dapat bertahan dari krisis yang 

terjadi pada 1997-1998 di Indonesia. Sayangnya, ketangguhan UMKM ini tidak berarti apa-apa dihadapkan 

COVID-19. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan hasil integrasi dari wakaf tunai dengan Suku 

Negara hadir di tengah ancaman krisis dari COVID-19. Kemanfaatannya dapat dijadikan sebagai sarana 

pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial, termasuk perberdayaan UMKM. Tulisan ini merupakan 

penelitian pustaka dengan menelusuri aturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, 

dan sumber-sumber lain di internet yang dapat membantu penulis untuk menganalisis dan merumuskan model 

pemanfaatan dari imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan UMKM. Studi ini menyatakan bahwa inovasi 

dalam pengelolaan wakaf tunai merupakan bentuk biokratisasi hukum ekonomi Islam yang mendapat perhatian 

serius oleh pemerintah akhir-akhir ini. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersinergi dalam 

membuat produk hukum berupa peraturan perundang-udangan dan fatwa-fatwa yang melegalkan wakaf tunai, 

sukuk, dan CWLS. Platform CWLS merupakan penempatan dana wakaf tunai pada Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. Imbal hasil darinya akan dimanfaatkan 

untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan dan terlayaninya 2.513 pasien dhuafa 

secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD. Pemberdayagunaan bagi hasil CWLS dapat juga 

digunakan untuk mengatasi ancaman krisis akibat COVID-19 dengan memberikan bantuan modal usaha 

bergulir kepada pelaku UMKM di Indonesia. Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi 

pelaku UMKM, yaitu model in-kind, model qard al-hasan dan model mudhārabah. 

Kata Kunci: wakaf tunai, sukuk, pemberdayagunaan, usaha mikro, kecil dan menengah. 

 

Abstract 

MSMEs have a strategic role in national economic development, even surviving the crisis occuring in 1997-

1998 in Indonesia. Unfortunately, the resilience of MSMEs does not mean anything against COVID-19. Cash 

Waqf Linked Sukuk (CWLS), which is the result of the integration of cash waqf with the State Tribes, is present 

during the threat of crisis from COVID-19. Its benefits can be used as a means of national development and 
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social welfare, including empowering MSMEs. This paper is library research by exploring statutory 

regulations, journals, books, research results, and other sources on the internet that can help authors to 

analyze and formulate a utilization model of CWLS yields for the empowerment of MSMEs. This study states 

that innovation in cash waqf management is democratization of Islamically economic law that has got serious 

attention from the government. The government and the Indonesian Ulema Council (MUI) synergize making 

legal products in the form of statutory regulations and fatwas that legalize cash waqf, Sukuk, and CWLS. The 

CWLS platform is the placement of cash waqf funds in State Sharia Securities (SBSN) to support social 

facilities development programs. The proceeds from this will be used for renovating the Retina Center 

Building, purchasing medical equipment, and providing free services for 2,513 poor people at the Achmad 

Wardi BWI-WD Wakaf Hospital. The utilization of CWLS profit sharing can also be used to overcome the 

threat of crisis caused by COVID-19 by providing revolving business capital assistance to MSME players in 

Indonesia. There are three models for the empowerment of CWLS returns for MSME players, namely the in-

kind model, the qard al-hasan model and the mudhārabah model. 

Keywords: cash waqf, sukuk, empowerment, micro small and medium enterprises. 

 

PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) memiliki peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Di antara 

perannya ialah penyerapan tenaga kerja, 

pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian 

hasil-hasil pembangunan daerah dan nasional. 

Hal ini terbukti ketika terjadi krisis di Indonesia 

pada 1997-1998, UMKM relatif dapat bertahan 

dibandingkan dengan pengusaha besar karena 

UMKM tidak tergantung pada modal besar atau 

pinjaman dengan valuta asing. Dengan 

demikian, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, 

maka pengusaha besar paling berpotensi terkena 

dampaknya (LPPI & Bank Indonesia, 2015). 

Pasca krisis tersebut, jumlah UMKM tidak 

berkurang. Data yang ada menunjukkan 

jumlahnya bertambah. Dilihat dari 

komposisinya, UMKM menempatkan posisi 

99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di 

Indonesia atau berjumlah 64.194.057 unit usaha. 

Rinciannya pada 2018 adalah Usaha Mikro 

(UMi) berjumlah 63.350.222 unit dan 

bertambah 1.243.322, Usaha Kecil (UK) 

berjumlah 783.132 unit dan bertambah 26.043 

unit, dan Usaha Menengah (UM) berjumlah 

60.702 unit dan bertambah 2.075 unit dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan Usaha Besar (UB) 

hanya berjumlah 5.550 (0,01 persen) unit dan 

bertambah 90 unit dari 2017. Data ini dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data UMKM dan UB Tahun 2017-

2018 

No. Indik

ator 

Jumlah 

2017 

Jumlah 

2018 

Perkemban

gan 

2017-2018 

1. UMK

M 

62.922.617 64.194.057 1.271.440 

 UMi 62.106.900 63.350.222 1.243.322 

 UK 757.090 783.132 26.043 

 UM 58.627 60.702 2.075 

2. UB 5.460 5.550 90 

 Total 62.928.077 64.199.606 1.271.529 

Sumber: (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017) 

Berbeda dengan krisis pada 1997-1998, 

UMKM terkena dampak sangat bersar dari 

pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-

19). Berdasarkan hasil survei International 

Labour Organization (ILO) kepada 571 UMKM 

di Indonesia, sekitar 65 persen UMKM yang 

berhenti produksi akibat COVID-19, baik 

berhenti untuk sementara maupun yang sudah 

beroperasi kembali (Lidwina, 2020). Rinciannya 

adalah 62 persen pelaku usaha berhenti untuk 

sementara, 3 persen pelaku usaha sudah 

beroprasi kembali, 2,6 persen perusahan telah 
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berhenti secara permanen, dan 4,4 persen 

dengan keterangan lainnya.  

Di antara semua pelaku UMKM tersebut, 

ada lima jenis usaha yang paling terkena dampak 

dari COVID-19. Pertama, penyediaan 

akomodasi makan dan minuman sebesar 35,88 

persen. Kedua, pedagang besar dan eceran 

sebesar 25,33 persen. Ketiga, industri 

pengolahan sebesar 17,83 persen. Keempat, 

aktifitas jasa sebesar 11,69 persen. Kelima, 

pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,6 

persen. Data tersebut dapat dilihat pada grafik 1. 

 
Grafik 1. Jenis UMKM Terdampak COVID-19 

pada 20 Juni 2020 

Sumber: (Prayoga, 2020) 

Data tersebut sangat menghawatirkan, 

karena UMKM merupakan kontribusi terbesar 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

Nasional, tempat penyerapan tenaga kerja dan 

pengsubtitusi produk-produk konsumsi. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah 

mengambil beberapa kebijakan untuk pemulihan 

ekonomi nasional. Rais Agil Bahtiar dan Juli 

Panglima Saragih (2020) mencatat sampai 14 

Maret 2020, Pemerintah telah mengucurkan 

dana 33,2 triliun rupiah. Terbaru, Pemerintah 

akan menghibahkan sebesar 2,4 juta rupiah bagi 

12 juta pelaku UMKM yang mulai dicairkan 

pada 17 Agustus 2020. Total anggaran yang 

disediakan pemerintah berjumlah 28,8 triliun 

rupiah (Sugianto, 2020). Selain peran dari 

pemerintah, filantropi Islam juga harus dapat 

mengambil peran dan bersinergi untuk 

membantu pemerintah dalam mengatasi krisis 

krisis akibat pandemi COVID-19. 

Salah satu upaya untuk mengatasi krisis 

akibat pandemi COVID-19 adalah 

menggunakan instrumen dalam filantropi Islam 

berupa wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan 

perbuatan hukum wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga, atau 

badan hukum dalam bentuk uang tunai, 

termasuk surat-surat berharga, untuk selama-

lamanya atau temporer. Di dalam wakaf terdapat 

dimensi ibadah, sosial dan ekonomi. Selain itu, 

wakaf juga dikenal sebagai instrumen yang lebih 

fleksibel dalam kemanfaatannya dibandingkan 

dengan instrumen filantropi Islam lainnya 

seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan begitu, 

pengelolaan wakaf dapat diperbaharui dan 

berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, 

geografis, sosial, dan ekonomi (Sulistiani, 

2018). 

Indonesia melakukan inovasi pada 

instrumen wakaf, terutama wakaf uang (cash 

waqf). Walaupun mayoritas penduduk Indonesia 

beragama Islam dan telah mengenal instrumen 

wakaf ini sejak sebelum kemerdekaan (1945), 

regulasi terkait kebolehan wakaf tunai ini baru 

ada dengan diundangkannya Undang-Undang  

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tertanggal 

11 Mei 2002 (Bank Indonesia, 2016). 

Sedangkan inovasi dalam instrumen 

pengelolaan wakaf tunainya, terdapat empat 

pola secara umum yang dapat ditemukan, yaitu 

pemberian peran kepada perbankan syariah, 

membentuk lembaga investasi dana, menjalin 

kemitraan usaha, dan memberikan peran kepada 

lembaga penjamin syariah (Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 

2013). 

Inovasi terbaru pemerintah Indonesia pada 

instrumen wakaf tunai adalah dengan 

menerbitkan platform Cash Waqf Linked Sukuk 
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(CWLS) Seri SW-001 pada 10 Maret 2020. 

Platform ini merupakan integrasi antara 

instrumen wakaf tunai dengan Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN) pertama di dunia. Bagi 

hasil dari CWLS SW-001 berupa diskonto dan 

kupon akan dimanfaatkan untuk renovasi 

Gedung Retina Center, pembelian peralatan 

kesehatan dan terlayaninya 2.513 pasien dhuafa 

secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad 

Wardi BWI-WD yang merupakan mitra dari 

BWI (Faudji dan Paul 2020). Skema CWLS 

dapat digunakan pemanfaatannya ke arah yang 

lebih produktif dan dapat membantu pemerintah 

melawan krisis akibat pandemi COVID-19 

dengan memberikan bantuan modal usaha 

kepada UMKM. 

Fleksibilitas pengelolaan wakaf tersebut 

dimanfaatkan oleh beberapa negara Muslim di 

dunia. Mesir memanfaatkan dana wakaf untuk 

menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Negara seperti Turki 

dan Yordania menggunakan dana wakaf untuk 

membangun fasilitas umum dan sosial. 

Bangladesh memaksimalkan dana wakaf untuk 

mengganti peran pajak negara untuk pendanaan 

beberapa proyek sosial dengan menerbitkan 

sertifikat wakaf uang (DEKS Bank Indonesia-

DES-FEB UNAIR, 2016). Malaysia 

menggunakan kontrak Build, Operate, Transfer 

(BOT) untuk mengembangkan wakaf burupa 

tanah (Noor, 2014) dan Syarikat Takāful 

Malaysia Berhad menggabungkan konsep wakaf 

dengan akad takāful dan menerapkannya pada 

produk asuransi bernama Takāful-Wakaf Plan 

(Ahmad & Wan, 2011). Sedangkan negara 

seperti Nigeria, mereka baru mengusulkan 

pengintegrasian instrumen wakaf ke dalam 

produk asuransi (Elesin, 2017). 

Ada beberapa hasil penelitian yang 

mencoba mengintegrasikan antara wakaf tunai 

dengan Sukuk Negara. Dunyati Ilmiah (Ilmiah, 

2019) mencoba untuk mengoptimalisasi tanah 

wakaf melalui sukuk dengan tujuan untuk 

memperoleh maslahah yang lebih besar dari 

pada biasanya. Ilmiah berpendapat setidaknya 

ada empat pihak yang terlibat dalam optimalisasi 

tanah wakaf melalui sukuk ini, yaitu BWI 

sebagai nadzir, developer, Special Porpose 

Vehicle (SPV) sebagai penerbit sukuk, dan 

investor. Berbeda dengan Ilmiah, Lia Nezliani 

(2020) mengusulkan dana CSR untuk 

diinvestasikan lewat CWLS, Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah bekerja sama 

dengan bank konvensional untuk berinvestasi 

melalui CWLS, atau Bank Umum Syariah dapat 

mealokasikan akses likuiditasnya melalui 

CWLS. Sedangkan hasil penelitian Wina Paul 

dan Rachmad Faudji (Faudji & Paul, 2020) 

mendeskripsikan pelaksanaan CWLS Seri SW-

001 pada 10 Maret 2020. 

Berbeda dengan beberapa hasil penelitian 

yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Ilmiah 

fokus pada mengoptimalisasi tanah wakaf 

melalui sukuk, Nezliani menawarkan model 

penghimpunan wakaf tunai untuk diinvestasikan 

di CWLS,  Paul dan Faudji mendeskripsikan 

pelaksanaan CWLS Seri SW-001. Hasil 

penelitian dalam tulisan ini merupakan 

pengembangan dari hasil penelitian dan skema 

yang sudah ada sebelumnya. Model yang 

penulis tawarkan adalah model pemanfaatan 

imbal hasil dari CWLS untuk 

pemberdayagunaan UMKM. Ini merupakan 

kontribusi dan kebaharuan yang penulis 

tawarkan dalam tulisan ini sebagai salah satu 

upaya dari filantorfi Islam dalam mengatasi 

krisis akibat pandemi COVID-19. Oleh karena 

itu, ada tiga rumusan masalah yang dijawab 

dalam tulisan ini. Pertama, apa saja regulasi 

yang mengatur wakaf tunai, Sukuk Negara dan 

Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia? Kedua, 

bagaimana skema dan implementasi Cash Waqf 

Linked Sukuk SW-001 yang diterbitkan pada 10 

Maret 2020? Ketiga, bagaimana model 

pemanfaatan imbal hasil Cash Waqf Linked 

Sukuk untuk pemberdayagunaan UMKM? 



268 
 

Sosio Informa Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020. Kesejahteraan Sosial 

Tulisan ini menggunakan jenis studi 

kepustakaan (library research) merupakan 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian 

(Zed, 2008). Penulis menggunakan sumber data 

sekunder. Sumber data sekunder yang penulis 

gunakan dalam tulisan ini adalah regulasi 

tentang wakaf dan sukuk negara, hasil kegiatan 

webinar nasional, video, karya ilmiah berupa 

buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, 

majalah, website (situs), serta karya ilmiah yang 

mendukung dalam merumuskan model 

pemanfatan imbal hasil CWLS untuk 

pemberdayagunaan UMKM. 

Tekniknya menggunakan dokumentasi 

sebagai rujukan utama melalui kegiatan webinar 

nasional melalui zoom meeting dengan tema 

“Edukasi dan Sosialisasi Cash Wakaf Linked 

Sukuk” tanggal 10 Agustus 2020 dan webinar 

nasional dengan tema “Cash Wakaf Linked 

Sukuk: Pembangunan Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial” tanggal 5 Juli 2020. 

Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen-

dokumen berupa keterangan pers, majalah, 

website dan karya ilmiah yang berkaitan dengan 

wakaf tunai dan Sukuk. Setelah data terkumpul, 

kemudian penulis menganalisisnya dengan 

analisis data kualitatif (Moleong, 2006). 

PEMBAHASAN 

Regulasi Wakaf Tunai, SBSN dan CWLS 

Indonesia dikenal sebagai negara yang 

berpenduduk mayoritas beragama Islam di 

dunia. Pada awalnya, wakaf hanya dapat 

dilembagakan untuk selama-lamanya sesuai 

dengan pendapat Mazhab Syafi’iyyah (Pasal 

215 KHI). Namun sejak diundangkannya 

Undang-Undang Wakaf tersebut, maka wakaf 

tidak hanya dilembagakan untuk selama-

lamanya, tetapi juga dapat dilembagakan dalam 

jangka waktu tertentu atau temporal. Selain itu, 

Undang-Undang Wakaf juga mengatur secara 

rinci jenis-jenis wakaf uang. Pasal 16 ayat (3) 

mencatumkan secara eksplisit jenis-jenis wakaf 

benda bergerak. Seperti uang, surat berharga, 

dan sebagainya. Sayangnya, data aset wakaf 

uang belum terdata dan terpublikasi dengan baik 

seperti data aset tanah wakaf pada Sistem 

Informasi Wakaf/SIWAK (Hakim, 2020b). 

Setidaknya, dua hal ini yang mengalami 

perkembangan dan diakomondasi oleh para 

ulama dan pemerintah dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia.  

Selain Undang-undang Wakaf, ada 

beberapa peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatur 

perihal wakaf. Di antaranya ialah Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama 

(PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda 

Bergerak Selain Uang, PMA Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf 

Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Penyusunan Rekomendasi terhadap 

Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta 

Benda Wakaf, Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan 

Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak 

Bergerak Berupa Tanah, dan Peraturan BWI 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda 

Wakaf Berupa Uang. Sebelumnya, sudah ada 

dua aturan yang mengatur wakaf, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi 

Presiden  RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. Menurut Asep 

Saepudin Jahar (2019), peraturan perundang-

undangan tersebut tidak bertujuan untuk 

mengislamisasi hukum Islam, tetapi merupakan 

bentuk birokratisasi. Tujuannya adalah 

memoderenisasi hukum Islam di Indonesia 
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dalam rangka memberikan keadilan dan 

kepastian hukum. 

MUI sebagai lembaga yang paling 

otoritatif (being in authority) memproduksi 

fatwa di Indonesia (Hakim, 2020a) telah 

membuat fatwa tersendiri terkait wakaf uang. 

Menurut fatwa tersebut, hukum wakaf tunai 

adalah boleh (jawāz). Kebolehan wakaf tunai ini 

tercantum dalam Keputusan Fatwa Komisi 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf 

Uang tertanggal 11 Mei 2002 (Bank Indonesia 

2016). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa wakaf 

tunai ialah wakaf yang dilakukan seseorang, 

kelompok orang, lembaga, atau badan hukum 

dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat 

berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan 

dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan 

secara hukum Islam. Nilai pokok wakaf uang 

harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan dan atau diwariskan. Dalam 

praktiknya, wakaf uang berbeda dengan wakaf 

melalui uang. Wakaf melalui uang merupakan 

wakaf dengan menggunakan uang kemudian 

dibelikan oleh nazhir berupa barang atau jasa 

(Bustami & Hakim, 2020). 

Sama halnya dengan produk keuangan 

syariah berupa sukuk. SBSN atau bisa disebut 

juga sebagai Sukuk Negara adalah surat beharga 

negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip 

syariah sebagai bukti atas bagian pernyertaan 

terhadap aset negara. Sukuk Negara ini dapat 

diterbitkan dengan mata uang rupiah atau valuta 

asing. Peraturan perundang-undangan yang 

mengatus sukuk adalah Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara. MUI juga mengeluarkan fatwa terkait 

kebolehan sukuk. Ada enam Fatwa DSN MUI 

yang penulis temukan terkati SBSN, yaitu Fatwa 

Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN, 

Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang 

Metode Penerbitan SBSN, Fatwa Nomor 

71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease 

Back, Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 

tentang SBSN Ijārah Sale and Lease Back, 

Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang 

SBSN Ijārah Asset to be Leased, Fatwa Nomor 

95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakālah, 

dan Fatwa Nomor 127/DSN-MUI/VIL12019 

tentang Sukuk Wakālah bi al-Istitsmar. 

Selain akad wakālah, Nurul Huda dkk 

(2012) mengklasifikasi sukuk berdasarkan 

akadnya menjadi enam macam. Pertama, sukuk 

mudhārabah, yaitu akad kerja sama dengan 

skema profit sharing, trust investment atau trust 

financing antara pemilik modal yang 

menyerahkan dananya kepada pengusaha untuk 

dikelola dengan bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan. Kedua, sukuk murabahah, yaitu 

akad jual beli antara penjual dengan pembeli 

dengan cara penjual membeli barang kepada 

pihak lain dan menjualnya kepada pembeli. 

Penjual memberi tahu harga pembelian dan 

keuntungan yang diambil dari transaksi jual beli 

tersebut. Ketiga, sukuk musyarakah, yaitu akad 

kerja sama antara dua orang atau lebih 

bersepakat untuk menggabungkan modal dan 

kerja yang terlibat dalam usaha tersebut. 

Keempat, sukuk salam, yaitu pembelian barang 

yang dilakukan dengan pembayaran terlebih 

dahulu kemudian penyerahan barang di akhir. 

Kelima, sukuk istisna’, yaitu akad jual beli 

dalam bentuk pesanan. Keenam, akad ijārah, 

yaitu akad sewa menyewa dan pemindahan hak 

guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, 

tanpa pemindahan hak kepemilikan. Keenam 

akad tersebut, penerbit harus memberikan 

keuntungan berupa bagi hasil dari pengelolaan 

dana tersebut kepada pemilik dana dan 

mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. 

Setiap masing akad-akad tersebut memiliki 

Fatwa DSN MUI masing-masing dan dapat 

digunakan oleh semua kalangan, termasuk bagi 

UMKM. 

Dari tujuh akad tersebut, hanya ada dua 

akad saja yang dipraktikkan dalam penerbitan 
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sukuk koprasi di Indonesia, yaitu akad ijārah 

dan mudhārabah (Rachmawati & Ghani, 2017). 

Khusus akad yang terakhir, akad tersebut dapat 

menguntungkan bagi UMKM. Hal ini 

dikarenakan tingkat bunga yang diterima oleh 

bank berubah menjadi persentase bagi hasil yang 

selalu berfluktuasi. Akad mudhārabah tersebut 

lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak, 

baik dari nasabah maupun bank (Chateradi & 

Hidayah, 2017). 

Hasil integrasi dari dua produk keuangan 

Islam tersebut juga terdapat fatwanya. 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor B-

816/DSN-MUI/XI/2018, skema CWLS ini tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. CWLS 

termasuk dalam kategori investasi tanggung 

jawab sosial (socially responsible based 

investment) yang aman. Maksudnya ialah 

instrumen yang bebas resiko (risk free 

instrument), karena dijamin oleh Pemerintah dan 

dan dilindungi oleh dua undang-undang, yaitu 

Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang 

APBN. Selain itu, CWLS ini diawasi langsung 

oleh BWI dan beberapa stakeholder terkait. Di 

antara yang stakeholder mengawasinya adalah 

Forum Wakaf Produktif sesuai dengan PSAK 

Wakaf dan Wakaf Core Principle (WCP) dan 

Kantor Akuntan Publik (Nasar, 2020). 

CWLS SW-001: Skema dan Implementasinya 

Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

merupakan instrumen penempatan dana wakaf 

tunai pada SBSN milik Pemerintah dengan 

tujuan untuk mendukung program pembangunan 

sarana sosial. Menurut Dwi Irianti 

Hardiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah 

Kementerian Keuangan (2020), lahirnya 

platform CWLS ini dilatarbelakangi dari 

tingginya semangat (ghirah) masyarakat 

Muslim di Indonesia dalam berwakaf, tetapi 

belum menemukan nadzir dan instrumen yang 

tepat. Pemerintah hadir untuk menjembatani 

semangat masyarakat untuk berwakaf pada 

instrumen yang tepat, aman dan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Ini 

merupakan tujuan utama adanya platform 

CWLS dan diharapkan dapat menjadi salah satu 

instrumen keuangan baru dalam pembiayaan 

sektor ekonomi Islam di Indonesia. 

Setidaknya ada enam tujuan lahirnya 

platform CWLS ini. Pertama, salah satu bagian 

dari upaya pengembangan dan inovasi pada 

bidang keuangan dan investasi sosial Islam di 

Indonesia. Kedua, memfasilitasi para wakif 

untuk menginvestasikan wakaf tunainya pada 

instrumen keuangan yang aman. Ketiga, 

mendorong konsolidasi dana-dana sosial Islam 

untuk membiayai berbagai proyek dan program 

sosial kemasyarakatan, bukan proyek atau 

program dari Pemerintah melalui dana APBN 

atau APBD. Keempat, salah satu bagian dari 

upaya diversifikasi investor dan instrumen surat 

berharga negara. Kelima, mendukung 

pengembangan pasar keuangan syariah, 

khususnya industri wakaf uang. Keenam, 

mendorong diversifikasi bisnis perbankan 

syariah, melalui optimalisasi peran LKS-PWU 

(Hardiningdyah, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Cash Waqf Linked Sukuk 

Sumber: (Bank Indonesia, 2019) 

Gambar 1 skema CWLS mulai dari para 

wakif yang mewakafkan wakaf tunainya sampai 

pada penerima manfaat wakaf tunai (mauqūf 

‘alaih). Secara garis besar, ada empat tahapan 

dalam model CWLS (Bank Indonesia 2019). 
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Pertama, mitra nadzir menghimpun dana wakaf 

tunai dari para wakif untuk dikumpulkan kepada 

BWI sebagai nadzir. Wakif pada model CWLS 

ini baru hanya diperuntukkan bagi koorporasi 

dengan tenor selama lima tahun. Para wakif 

dapat mewakafkan uangnya dalam jangka waktu 

tertentu atau permanen (perpetual) dengan 

minimum wakaf sebesar satu juta rupiah dan 

tidak ada batas maksimal. Caranya ialah para 

wakif bisa langsung datang di Bank Syariah 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) dan LKS-PWU yang menjadi mitra 

distribusi nazhir. CWLS Seri SW-001 ini, BWI 

telah bekerja sama dengan Bank Muamalah 

Indonesia dan Bank BNI Syariah. 

Kedua, BWI dengan akad wakālah 

mewakili para wakif sebagai investor untuk 

membeli SBSN dari Kementerian Keuangan 

dengan mekanisme private placement. Adapun 

minimal dana pembelian SBSN dengan 

mekanisme private placement untuk skema 

investasi sosial adalah sebesar 

Rp.50.000.000.000,00 untuk setiap serinya. 

Jumlah tersebut jauh lebih kecil lima kali lipat 

dibandingkan dengan pembelian SBSN selain 

skema investasi tanggung jawab sosial, yaitu 

Rp.250.000.000.000,00. Ketentuan tersebut 

sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018. 

Ketiga, Kementerian Keuangan 

menggunakan dana wakaf tunai dari SBSN 

untuk membiayai proyek pemerintah di bidang 

layanan umum masyarakat. Berdasarkan data 

yang disampaikan Hardiningdyah (2020), 

terdapat 118,26 triliun rupiah dana diperoleh 

dari SBSN 2013-2020 yang digunakan untuk 

pembiayaan 2.939 proyek yang tersebar di 34 

provinsi se-Indonesia. Rinciannya adalah 

pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi; 

pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatera 

dan Sulawesi; pembangunan 456 proyek sumber 

daya air; pengembangan dan revitalisasi asrama 

haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu 

di 74 lokasi; pembangunan dan pengembangan 

gedung kuliah di 86 perguruan tinggi; 

pembangunan dan pengembangan 293 

madrasah; pembangunan dan rehabilitasi 929 

Kantor Urusan Agama dan manasik haji; 

pembangunan 13 taman nasional; dan 

pembangunan pengembangan 7 laboratorium. 

Keempat, bagi hasil dari SBSN tersebut 

diterima oleh BWI akan diteruskan kepada 

penerima manfaat wakaf tunai yang merupakan 

mitra dari BWI untuk kegiatan atau proyek 

sosial yang telah ditentukan dan disepakati 

sebelum penerbitan SBSN. Pada saat jatuh 

tempo SBSN, wakaf tunai tersebut akan 

dikembalikan 100 persen kepada para wakif 

yang telah berwakaf tunai secara temporer dan 

BWI bagi para wakif yang telah berwakaf secara 

perpetual. Bagi hasilnya dari penerbitan SBSN 

yang digunakan untuk membiayai proyek 

pemerintah di bidang layanan umum masyarakat 

sudah dapat diperoleh dari awal dalam bentuk 

diskonto dan kupon yang akan diberikan setiap 

bulannya. 

Platform CWLS ini dikenalkan pertama 

kali oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, 

pada kegiatan International Monetary Fund 

(IMF) dan World Bank Annual Meeting di Bali 

pada 14 Oktober 2018. Platform ini disusun dan 

disepakati oleh Kementerian Keuangan, 

Kementerian Agama, BWI dan LKS-PWU. 

CWLS lahir dari kerja sama antara lima 

stakeholders. Pertama, Bank Indonesia sebagai 

akselerator CWLS dan Bank Kustodian aatau 

tempat penitipan dana. Kedua, BWI sebagai 

regulator, pemimpin, dan nadzir. Ketiga, 

Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN 

dan pengelola dana ke sektor riil. Keempat, BWI 

sebagai nadzir wakaf yang bertugas untuk 

menghimpun dana wakaf produktif dan 

mentasharufkan ke penerima manfaat wakaf. 

Kelima, Bank Muamalat Indonesia dan Bank 

BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan 
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Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan 

Bank Oprasional BWI (Faudji dan Paul 2020). 

Selama dua tahun sejak dilaunching pada 

2018, CWLS baru dapat diterbitkan pada 10 

Maret 2020 dengan cara private placement. 

Nilai nominal CWLS Seri SW-001 adalah 

sebesar Rp.50.849.000.000,00 dengan tenor 

selama lima tahun, yaitu mulai 10 Maret 2020 

sampai 10 Maret 2025. Mayoritas wakif CWLS 

Seri SW-001 adalah investor institusi, 

sedangkan hanya 0,29 persennya adalah wakif 

individu dengan jumlah Rp.149.000.000,00. 

Menggunakan akad wakālah, imbal hasil yang 

diterima oleh BWI sebagai nadzir wakaf adalah 

6,51 persen dengan tingkat imbalan berupa 

kupon 5 persen per tahun yang akan dibayarkan 

tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran 

imbalan pertama pada 10 April 2020, sedangkan 

bentuk dan jenis SBSN-nya tidak dapat 

diperdagangkan (non-tradebel) (Keterangan 

Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf 

Linked Sukuk-CWLS) Seri SW001 pada Tanggal 

10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement, 

2020). 

Ada dua jenis imbal hasil yang diperoleh 

BWI sebagai nadzir wakaf dari CWLS Seri SW-

001, yaitu diskonto dan kupon (Keterangan Pers: 

Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked 

Sukuk-CWLS) Seri SW-001 pada Tanggal 10 

Maret 2020 dengan Cara Private Placement, 

2020). Pertama, diskonto. Diskonto tersebut 

dimanfaatkan oleh BWI untuk membeli 

peralatan kesehatan dan merenovasi Gedung 

Retina Center pada Rumah Sakit Wakaf 

Achmad Wardi di Serang, Banten. Rumah sakit 

yang merupakan binaan langsung dari BWI dan 

Dompet Dhuafa tersebut akan menjadi Retina 

Center untuk dhuafa pertama di dunia berbasis 

wakaf. Kedua, kupon yang diterima BWI setiap 

bulannya digunakan untuk pelayanan operasi 

katarak bagi kaum dhuafa dan pengadaan mobil 

ambulance. Adapun target kemanfaatan dari 

kupon selama lima tahun adalah terlayaninya 

2.513 pasien secara gratis di Rumah Sakit Wakaf 

Achmad Wardi yang merupakan mitra dari 

BWI. Menurut Muhammad Fuad Nasar (2020), 

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 

Kementerian Agama RI, Rumah Sakit Wakaf 

Achmad Wardi BWI-DD telah melayani rata-

rata 100-150 orang dhuafa setiap harinya dan 

hampir seribuan setiap bulannya. 

CWLS Seri SW-001 ini merupakan salah 

satu upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi 

pengembangan wakaf tunai dan investasi sosial 

di Indonesia. Dengan diterbitkannya CWLS Seri 

SW-001 ini, pemerintah mengakomodir para 

wakif untuk mewakafkan uangnya secara 

permanen atau temporer pada sebuah instrumen 

investasi yang aman dan produktif (Keterangan 

Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf 

Linked Sukuk-CWLS) Seri SW-001 pada 

Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private 

Placement, 2020). Aman berarti CWLS 

termasuk instrumen yang bebas resiko (risk free 

instrument), karena dijamin oleh Pemerintah dan 

dan dilindungi oleh dua undang-undang, yaitu 

Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang 

APBN. Selain itu, CWLS ini diawasi langsung 

oleh BWI dan beberapa stakeholder terkait. 

Sedangkan yang dimaksud dengan produktif 

adalah bagi hasil dari CWLS Seri SW-001 

tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteran sosial 

sesuai dengan hukum Islam. 

Model Pemanfaatan Imbal Hasil  

Berbeda dengan penerima manfaat wakaf dari 

CWLS Seri SW-001, CWLS Seri SW-002 yang 

penulis tawarkan dalam tulisan ini mauqūf 

‘alaih-nya adalah untuk pemberdayagunaan 

UMKM. Ada tiga model yang penulis tawarkan 

dalam tulisan ini, yaitu model in-kind, model 

qard al-hasan (revolving fund) dan model 

mudhārabah. Ketiga model ini sering sekali 

digunakan mitra BWI seperti Dompet Shuafa, 

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh 

Muhamadiyah (LAZISMu), Lembaga Amil 
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Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama 

(LAZISNU), Baznas, dan lembaga-lembaga 

lainnya dalam mendayagunaan dana Zakat, 

Infak dan Sedekah (ZIS) yang telah 

dihimpunnya secara produktif kreatif. Namun, 

menurut hemat penulis, model-model tersebut 

juga dapat digunakan untuk memberdayagunaan 

imbal hasil dari CWLS untuk UMKM secara 

produktif kreatif. 

Pertama, pemberian modal usaha dengan 

model in-kind. Model ini ialah pemberian dana 

filantropi Islam dalam bentuk alat-alat produksi 

yang dibutuhkan oleh penerima manfaat wakaf 

(mauqūf ‘alaih) yang hendak berproduksi dalam 

berwirausaha. Alat-alat ini diberikan kepada 

mereka yang akan memulai usaha atau yang 

sedang menjalankan usahanya. Model ini 

hampir diterapkan di sebagian besar Baznas 

Provinsi dengan nama Program Modal Usaha 

Kecil, salah satunya adalah Baznas Provinsi 

Kalimantan Barat. Baznas Provinsi Kalimantan 

Barat memberikan dana zakat kepada mustahik 

berupa modal usaha yang dibelikan alat-alat 

produksi yang diperlukan untuk 

mengembangkan usaha yang telah ditekuninya 

atau yang akan memulai usahanya (Indra dkk., 

2020).  

Kedua, pemberian modal bergulir dengan 

akad qard al-hasan. Model pemberian modal 

usaha bergulir dengan akad qard al-hasan 

berbentuk pinjaman modal usaha bagi pelaku 

UMKM untuk memulai usahanya kembali atau 

mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM 

hanya dituntut untuk mengembalikan 

pinjamannya saja tanpa memberikan 

keuntungan. Apabila usahanya mengalami 

kerugian, maka pelaku UMKM tidak 

berkewajiban mengembalikan modal tersebut. 

Model kedua ini telah dilakukan LAZISMu 

Surakarta kepada para mustahik-nya melalui 

dana Corporate Sosial Responsiability (CSR) 

yang diperoleh dari Bank Bukopin Syariah 

(Huda, 2019), Bank Syariah Mandiri Cabang 

Mataram pada Program Mitra Umat (Riswandi, 

2015) dan sebagainya.  

Ketiga, pemberian modal usaha dengan 

model mudhārabah. Tidak jauh berbeda dengan 

model kedua. Model ini hanya berbeda pada 

pengembalian modal usahanya saja. Pada model 

mudhārabah, UMKM yang telah menggunakan 

modal dana untuk berwirausaha diharuskan 

untuk mengembalikan modal yang sudah 

dipinjamkan dan disertai dengan bagi hasil dari 

keuntungan usahanya. Apabila terjadi kerugian, 

UMKM tersebut tidak diwajibkan untuk 

mengembalikan modal yang telah diterima 

(Indra dkk., 2020). 

Model ini telah diterapkan oleh Baitul Mal 

Aceh (Yusuf, 2017), LAZ el-Zawa UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang (Miftahul & 

Ekawaty, 2017) dan BAZIS Dusun Pulosari, 

Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten 

Magelang. Dua Lembaga yang penulis sebutkan 

terakhir tidak hanya menggunakan model 

mudhārabah saja, tetapi juga menggunakan 

model qard al-hasan. Berbeda dengan model 

mudhārabah pada umumnya, model yang 

digunakan oleh BAZIS Dusun Pulosari adalah  

model mudhārabah non-finansial, yaitu 

pengurus BAZIS memberikan indukan kambing 

etawa kepada muzakki. Apabila kambing 

beranak, maka anakkannya menjadi hak 

mustahiq, sedangkan indukannya dikembalikan 

kepada pengurus BAZIS untuk ditasharrufkan 

kepada mustahiq lainnya (Mochlasin, 2018). 

Ketiga model pemberdayaan yang bersifat 

produktif kreatif tersebut juga dapat diterapkan 

dalam memanfaatkan imbal hasil CWLS. 

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan 

sebelumnya, CWLS merupakan instrumen 

penempatan dana wakaf tunai pada SBSN milik 

Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung 

program pembangunan sarana sosial. 

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 139/PMK.08/2018, 
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pembelian SBSN dengan mekanisme private 

placement untuk skema investasi sosial minimal 

sebesar Rp.50.000.000.000,00 untuk setiap 

serinya. Menggunakan akad wakālah, imbal 

hasil yang diterima oleh BWI sebagai nadzir 

wakaf adalah 6,51 persen dengan tingkat 

imbalan 5 persen per tahun yang akan 

dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya akan 

disalurkan ke mauqūf ‘alaih melalui mitra BWI 

(Keterangan Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf 

(Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri SW001 

pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara 

Private Placement, 2020). Skemanya dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Skema Penerima Hasil Bagi Hasil 

CWLS 

Pada Gambar 2, dapat dikalkulasi hasil 

bagi hasil dari CWLS. Diskonto yang diperoleh 

BWI diawal sebesar 6,51 persen dan ditambah 

dengan diskon 5 persen per tahun yang akan 

dibayarkan setiap bulan. Apabila dikalikan 

dengan jumlah minimal pembelian SBSN 

dengan mekanisme private placement untuk 

skema investasi sosial Rp.50.000.000.000,00, 

maka diskonto yang diperoleh BWI diawal 

sebesar Rp.3.255.000.000,00. Sedangkan 

diskonnya pertahun Rp.2.500.000.000,00 yang 

akan dibayarkan Rp. 208.333.333,33 setiap 

bulannya. Apabila tenornya selama lima tahun, 

maka diskonnya pertahun dikalikan dengan lima 

menjadi Rp.12.500.000.000,00. Apabila 

ditambah dengan diskonto, maka total bagi hasil 

(net income) yang diperoleh oleh BWI sebesar 

Rp.15.755.000.000,00. 90 persen 

(Rp.14.179.500.000,00) dari bagi hasil tersebut 

akan diteruskan BWI kepada mitra nadzir, 

sedangkan sisanya sebesar Rp.1.575.500.000,00 

(10 persen) diberikan kepada BWI sebagai 

nadzir. 

Pemberian imbalan maksimal 10 persen 

dari hasil bersih (net income) atas pengelolaan 

dan pengembangan CWLS dari yang diterima 

oleh mauqūf ‘alaih kepada BWI ini sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Wakaf. Pasal 

12 memberikan imbalan kepada nadzir 

maksimal 10 persen dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan wakaf. 

Ketentuan tersebut lebih besar jika 

dibandingkan dengan beberapa negara. Seperti 

Turki, Bangladesh dan India. Turki dan 

Bangladesh mengalokasikan 5 persen dari net 

income wakaf yang diterima oleh mauqūf ‘alaih 

untuk nadzir wakaf. Sedangkan di India, The 

Central Waqf Council India-nya memperoleh 

sebesar 6 persen dari net income wakaf yang 

diterima oleh mauqūf ‘alaih (Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam 

2013a). 

Di sini, penulis mencontohkan pemanfatan 

imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan 

UMKM melalui modal bergulir dengan model 

kedua, yaitu qard al-hasan. Untuk lebih jelasnya 

terkait modelnya, dapat dilihat gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Pemanfatan Imbal Hasil 

CWLS untuk Pemberdayagunaan UMKM 

Melalui Modal Bergulir 

Dana imbal hasil dari CWLS berupa 

diskonto dan diskon akan diterima oleh BWI 

sebagai nadzir wakaf nasional. Setelah dikurangi 

10 persen dari imbal hasil tersebut, BWI 

kemudian meneruskan dana imbal hasil dari 

CWLS ke penerima manfaat wakaf, dalam hal 
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ini adalah pelaku UMKM. Dana imbal hasil 

yang diperuntukan kemanfaatannya bagi pelaku 

UMKM akan ditipkan di lembaga mitra BWI, 

seperti Dompet Dhuafa dan sebagainya. Bagi 

para pelaku UMKM yang hendak mendapatkan 

bantuan modal usaha bergulir dengan akad qard 

al-hasan, diharuskan untuk mengajukan 

proposal kepada mitra BWI. Apabila 

proposalnya diterima oleh mitra BWI, maka 

pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan 

modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 selama 

lima tahun. 

Modal usaha yang telah diterima oleh 

pelaku UMKM 1 akan digunakannya untuk 

memulai usahanya kembali yang sempat 

terhendi akibat COVID-19 atau 

mengembangkan usahanya lagi. Apabila pelaku 

UMKM mengalami kerugian, maka ia tidak 

berkewajiban mengembalikan modal tersebut. 

Sebaliknya, apabila pelaku UMKM 

mendapatkan keuntungan, maka ia hanya 

dituntut untuk mengembalikan pinjamannya saja 

tanpa memberikan keuntungan (Indra, Hakim, 

dan Wahyudi 2020). Hasil pengembalian modal 

usaha tersebut kemudian diberikan lagi kepada 

pelaku UMKM 2, sehingga kemanfaatan wakaf 

dari imbal hasil CWLS tersebut dapat 

dimanfaatkan lagi secara produktif dan wakif 

akan selalu mendapatkan pahala dari wakaf 

tunai yang sudah dilembagakannya secara 

permanen atau temporer. Selain itu, model 

pemanfaatan imbal hasil CWLS untuk 

pemberdayagunaan UMKM melalui modal 

bergulir juga bertujuan untuk optimalisasi hasil 

kemanfaatan bagi hasil CWLS sebagai sarana 

untuk meningkatkan kehidupan UMKM dan 

mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19. 

Adapun target jumlah pelaku yang 

mendapat bantuan modal usaha bergulir dengan 

akad qard al-hasan sebesar Rp.5.000.000,00 

adalah 2835 orang selama lima tahun. Jumlah ini 

berdasarkan imbal hasil selama lima tahun 

Rp.14.179.500.000,00 yang dikalikan dengan 

Rp.5.000.000,00 perorang. Setiap tahunnya, ada 

sekitar 500 pelaku UMKM yang mendapat 

bantuan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00. 

Kemanfaatan ini akan terus berulang setiap 

tahunnya tanpa berhenti, walaupun tenor dari 

platform CWLS telah habis. Imbalan bagi hasil 

10 persen dari net income wakaf yang diterima 

oleh BWI sebesar Rp.1.575.500.000,00 dapat 

digunakan sebagai oprasional BWI dan mitra 

BWI dalam melaksankan model pemanfaatan 

imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan 

UMKM melalui modal bergulir. 

Berbeda dengan CWLS yang 

memanfaatkan imbal hasil dari intrumen wakaf 

yang terintregrasi dengan Sukuk untuk 

kesejahteraan sosial, Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) merupakan satu program bantuan sosial 

yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal 

Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial. 

Program ini diperuntukkan bagi kelompok 

keluarga miskin yang dibentuk, dilaksanakan 

dan dikembangkan berdasarkan usaha mereka 

sendiri dalam memanfaatkan bantuan sosial 

yang telah diberikan untuk meningkatkan 

pemasukan dan kesejahteraan sosial keluarga. 

Bantuan sosial ini didistribusikan secara non 

tunai melalui rekening kelompok KUBE yang 

terdiri dari lima sampai dua puluh orang 

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2007). 

Program KUBE bersama Program Keluarga 

Harapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap 

meningkatnya kesejahteran keluarga di 

Kabupaten Minahasa Tenggara (Wiku dkk., 

2020). 

Program KUBE ini tidak berjalan sesuai 

yang diharapkan dan terdapat kendala-kendala 

dalam pelaksanaannya. Di antara faktornya ialah 

para anggota tidak menjalankan kesepakatan 

(internal) dan kurang maksimalnya peran 

pendamping KUBE dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi (Astuti & Aprilianti, 

2019), ketidakmampuan dalam mengelola 

anggota kelompok dan kurangnya dinamika 
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dalam berkelompok (Amalia, 2018), pembagian 

kerja yang tidak adil, dadakan dalam 

pembentukan KUBE, salah sasaran, kurang 

sosialisasi dan manajemen usaha, top-down, 

pendamping kurang handal, kurang optimal 

dalam pengawasan, ketidaksesuaian jenis usaha 

dengan sumber daya lokal dan kebiasaan 

masyarakat (Sitepu, 2016). Terlepas dari itu 

semua, ketiga model pemberdayagunaan imbal 

hasil CWLS (model in-kind, model qard al-

hasan dan model mudhārabah) dan Program 

KUBE tersebut termasuk dalam pola 

pendistribusian dana sosial kemasyarakatan 

secara produktif kreatif (Junaidi, 2014). 

PENUTUP 

Pemerintah dan MUI bersinergi dalam membuat 

produk hukum berupa peraturan perundang-

udangan dan fatwa-fatwa yang melegalkan 

wakaf tunai, sukuk dan hasil dari integrasi 

keduanya (CWLS). Platform CWLS merupakan 

penempatan dana wakaf tunai pada SBSN untuk 

mendukung program pembangunan sarana 

sosial. Imbal hasil dari CWLS SW-001 berupa 

diskonto dan kupon akan dimanfaatkan untuk 

renovasi Gedung Retina Center, pembelian 

peralatan kesehatan dan terlayaninya 2.513 

pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit 

Wakaf Achmad Wardi BWI-WD yang 

merupakan mitra dari BWI. Pembahasan dalam 

tulisan ini merupakan pengembangan dari 

CWLS Seri SW-001. CWLS Seri SW-002 yang 

penulis tawarkan mauqūf ‘alaih-nya adalah 

untuk pemberdayagunaan UMKM di Indonesia. 

Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil 

CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model in-

kind, model qard al-hasan dan model 

mudhārabah. Harapannya, pemberian modal 

usaha bergulir dapat mengembangkan lagi usaha 

UMKM dan dapat bersinergi dengan pemerintah 

dari ancaman krisis akibat pandemi COVID-19. 

Tiga rekomendasi yang diperhatikan. 

Pertama, perlu adanya peremajaan aturan 

tentang perwakafan di Indonesia. Hal itu 

dikarenakan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf tidak dapat mengakomodir 

inovasi-inovasi dalam wakaf tunai. Kedua, 

peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait 

literasi wakaf tunai, sehingga potensi wakaf 

tunai yang mencapai triliunan rupiah dapat 

tergali dengan maksimal. Ketiga, perlu adanya 

inovasi-inovasi baru dalam instrumen wakaf 

yang dapat bermanfaat bagi pembangunan 

nasional dan kesejahteraan sosial, seperti CWLS 

dalam tulisan ini atau CWLS Ritel yang sudah 

dibuka penawarannya oleh Pemerintah pada 9 

Oktober sampai 12 November 2020. 
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